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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang 
Kiriman. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 7 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No.50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 17 
Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 127, TLN No. 3985), UU 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN 
No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 Tahun 2009 (LN Tahun 
2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) 
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 11 
Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 
2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), Keppres 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Barang impor yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas terdiri 
dari Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, atau Barang Pribadi 
Pelintas Batas dan/atau Barang Dagangan. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak 
Sarana Pengangkut merupakan barang yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana 
Pengangkut. Barang impor yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas 
Batas wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean. Penumpang dan Awak 
Sarana Pengangkut pada saat kedatangan wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya 
kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan CD. Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah 
pabean wajib memberitahukan barang yang dibawanya secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai di 
PPLB. Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum 
dan/atau setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dapat diselesaikan oleh 
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya dengan menggunakan Pemberitahuan 
Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana 
Pengangkut yang terdaftar di dalam manifes dan CD yang digunakan pada saat kedatangan 
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut bersangkutan, untuk Barang Pribadi Penumpang atau 
Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar sebagai barang "Lost and Found”. Terhadap 
Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, dan Barang Pribadi Pelintas 
Batas yang semula dibawa ke luar daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam 
daerah pabean, diberikan pembebasan bea masuk sesuai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai impor kembali barang yang telah diekspor. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan 
tarif bea masuk atas impor Barang Pribadi Penumpang, Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut, 
Barang Pribadi Pelintas Batas, Barang Dagangan, dan Barang Kiriman. Pengawasan dan pelayanan 
kepabeanan atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan 
Pelintas Batas dilaksanakan di kawasan pabean yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas 
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Batas dan Barang Kiriman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 29 

Oktober 2010. 

  - Lampiran: halaman 1-5. 

 


